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Abstract

Islam is a perfect religion that governs all facets of life of Mus-

lims. Implement Islamic law is a measure of a person in carrying out

his religious obseryance. Demands Muslims to carry out Islamic

law is universal that transcends territorial boundaries. What is clear

Islamic law can exist and run by Muslims anywhere, anytime, and

under any circumstances. In the context of Indonesian-ness, Isla-

mic law is wide open to be one of the sources of vahte in the fill
material law in the future development of the national law. Islamic

law is prospective to integrate the values of lo (local wisdom) with

the values of Islam. This statement is not something that is consti-

tutionally opposed to the existing regulations, but the elements of
the national legal system are the values that live in the community.

In sosioantropologt, Islam as a religion thctt has existed in Indone-

sia following the arrival of Islam in Nusantara, and has been prac-

ticed in everyday ltfe as a law of life (the living law) in the middle

of society where Muslims are a majority in this country. So he has a

very high accessibility of Muslims towards Islamic law in Indone-

sia. It has been proven in the historiography of Islamic law that

Islamic law ever be a state law when the archipelago was still in
the form of kingdoms led by Sulthan. Apart from that one of the

characteristics of Islamic law is a dynamic that gives ample scope

to perform ljtihad to a question that there is no textual basis in the

Qur'an and Sunnah
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A. PENDAIIULUAN

Islam adalah agafira dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah

yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Setiap orang Islam

berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur 'an
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dan Sunnah dalamkehidupannya. Olehkare,na itu, mereka hendaknya mem-be-

dakan antara yang hak dan yang bathil antara yang halal dan yang haram. Me-
laksanakan hukum Islam menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam

menjalankan agamanya. Teori ini lebih populer dengan istilah teori traedo atau

teori syahadaft. Teori kedo ata,atwn syahadah dt sini adalah teori yang mengha-

ruskan pelaksanaan hulum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua

kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya (Praja,

2000: 125). Dalam bahasa Gibb dikenal dengan istilah teori otoritas hukum Islam
yang mengatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agama-

nyaberartiiatelahme,rerimaotoritashukumlslamatasdirinya(Gibb,1950:54).

Penerimaan terhadap Islam sebagai sebuah keyakinan yang akan melahir-
kan perilaku-perilaku hidup sseorang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam

agafi:a Islam adalah mutlak adanya sehingga dapat melaksanakan hukum Islam

secara paripurna. Walaupun pada awalnya tuntutan untuk melaksanakan hukum
Islam adalah sebuah kewajiban bagi setiap pribadi-pribadi muslim yang tidak me-

ngenal batas-batas kewilayahan.

Universalitas hukum Islam rneliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum

Islam tidak ditujukan satu kelompok atau bangsa tertentu saja, melainkan kepada

seluruh umat manusia di seantero bumi. Oleh karena itu hukum Islam tidak ha-

nya diterima oleh bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa, suku, ehik dengan berlatar

belakang budaya. Dengan demikian penef,apan hukum Islam meliputi seluruh

umat manusia'di muka bumi ini serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan

negara, karena huhrm Islam bersifat lintas bangsa dan negara, setrta budaya

(Ya,qub, 1995:89).

Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam harus tetap dapatdijalankan

oleh umat Islam yang secara tegas menqatkan bentuk negaranya, bukan seba-

gai negara Islam danjuga bukan sebagai negara sekuler.

Ada beberapa kata yang harus diberikanpenjelasan dari judul di atas, ya-

itu prospelg hukum Islam, konstelasi, hularm nasional.

Di dalamKamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata prospekmeryunyai

arti kemungkinan, harapan @epdiknas, 2005:899). Sedangkan kamus bahasa

Inggis 'Oxford' dagtnprospect yang berarti the chance or hope

that something will happen (Homby, 1995:931), peluang atau harapan bahwa

sesuatu yang munglin t rjadi.Artinya bahwa peluang sekatigus harapan besar

bagi umat Islam terhadap hukum Islam yang dapat mewarnai hukum positif da-

lam peta pengernbangan hukum nasional.
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Istilah hukumyang dipakai dalambahasa Indonesia adalah "hukum" yang

berasal dari bahasa Arab hulcrn fiamaknya ahkam) berarti putusan (iudgement,

verdict, decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan

(government) kekuasaan (authority, power) hukuman (sentence) dan lain-lain
(Wehr, 1980:196).

Adapun hukum yang dimaksud didalam tulisan ini adalah hukum Islam.

Istilah hukum Islam tidak pernah ditemukan di dalam al-Qur 'aq dan di dalam ki-
tab-kitab fiqih hadisional. Yang biasa dipergunakan adalah istilah syari'at Islam,

hukum syara', fiqih, syari'at dan syara'. Kata hukum Islambaru muncul ketika
para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat

Islam dengan termlslamic Lawyangsecara harfiah dapat disebut denganhukum

Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan kata Islam secara

terpisah merupakan katayang digunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku

dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan ar-

tinya secara definitif (Ntlannan, 2006:57).

Dalam pandangan T.M. Hasbi Ash Siddiqie, bahwa Hukum Islam yang

sebenamya adalah FiqhIslam atau Syari'at Islam, yaitu: Hasil dayatpaya para

fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Istilah hukum Islam walaupunber-lafadArab, namun telah dijadikan bahasa In-
donesia, sebagai padanan dari fiqh Islam, atau syari'at Islarn, yang bersumber

pada al'Qur'an, As Sunnah danljma'para sahabat dan tabi'in (Shiddiqie,200l:29).

Senada yang dikatakan oleh Hasbi, Rifyal Ka'bah (2006), mengemukakan

bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari istilah Syari'at lslam (asy-syari'ah

al-lslamfltyah) atau fiqh Islam (al-fiqh al- Islami). Syariat Islam dan fiqh Islam
adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian
Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersalna-sama atau silih berganti

di Indonesia dari dahulu sampai sekarang denganpengertian yang kadang-kadang

berbeda, tetapijuga soingmirip. Halini seringmenimbulkankerancuan-kerancuan

di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli. Kaidah-kaidah yang bersum-

ber dari A1lah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan

zamawryarnelalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di
bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupun kolektif.

Ruang tingkup pembahasan hukum Islam sangat luas sekali. Dilihat dari
segi objek penrbahasannya, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua ke-

lompok besar, yaitu ibadah dan mu' amalah (Musa, 1 9 5 8 : 1 04). Yang termasuk ke

dalam ibadah, yaitu shalat, puasa, zakat, danlbadah haji serta hal-hal yang berkai-

tan dengannya. Adapun yang termasuk ke dalam muamalat, yaitu munakahat
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(pernikahan), jual beli, segala macam transaksi keuangan, jinayat ('uqubat,
hudud, hukum pidana) mawaris, qada'Qterudilan), khilafat dan jihad (Musa,
1958:105).

Begitu lengkapnya hukum Islam itu mengatur segi-segi kehidupan umat
manusia sehingga ulama menyatakan bahwa hukum Islam itu mengatur seluruh
aktivitas hidup dan kehidupan manusia sejak mulai masuk kamar kecil hingga
masuk pintu istana. Hal ini sejalan dengan prinsip "Al-Islam dinun wa daulatun"
(Islam itu adalah aganw dan negara) (Musa, 1958:103).

Sedangkan kata konstelasi, didalamKBBl mempunyai arti keadaaq tatarnn,
bangunan, bentuk, susunan, dan kaitan (Depdiknas, 2005:589).

Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan

yang di dasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional ne gara, yaifii pan-
casila dan tltiD 1945 (Hartono, 199l:64). Atau hukum yang dibangun di atas

kreativitas atau allivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa

sendiri. Sehubungan dengan itu, maka hukum nasional sebenarnya tidak lain
adalah sistem hukumyang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah

lama ada dan bokembang sekarang.

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pengertian negara

modern bahwa bernegara adalah sebuah kesepakatan. Yakni kesepakatan untuk
membentuk sebuah negara yang berdaulat mulai dari bentuk negara, bentuk pe-

merintahan dan termasuk pilihan-pilihan sistem hukum yang akan diberlakukan

di dalam sebuah negara tersebut. Dalam konteks keindonesiaan pilihan hukum
yang akan dijadikan sebagai tata hukum di Indonesia dengan istilah generiknya

dikenal dengan Hukum nasional. Hukum nasional yang juga dikenal sebagai hu-

kum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku

bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republiklndonesia sebagai

pengganti hukum kolonial (Mardani, 2009 :27 l).

T.M. Radhie dalam Cik Hasan Basri (2009:3) mengatakan, terdapat gejala

umum dinegara yang baru merdeka, yaitu munculnya kehendakuntuk menghapus-

kan hukum yang diwariskan oleh penjajah. Hukum warisan kolonial itu diganti

dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan, yang digaii dari

nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan hukumpenggantinya itu dianggap

mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat

dalam negara itu. Di samping itu terdapat kehendak dan usaha untuk menempat-

kan hukum, selain, sebagai pengendali masyarakat (social contro[) da4 juga

sebagai sarana rekayasa masyarakat (as a tool ofsocial engineering). Kehen-

dak itu dinyatakan dalam politik hukum nasional, yaitu suatu pemyataan kehendak
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penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah

mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.

Untukmer,vujudkan satu hukumnasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri

atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah

dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pernerintah kolonial da-

hulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi

semua warg a rregaratanpa memandang agafiiayang dipeluknya harus dilakukan

dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik

lndonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama

Islanq misalnya , adalahaganayang mengandung hukum yang mengatur hubungan

manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah

agama hukum dalam arti ka ta yang sesungguhnya . Oleh kare'na itu, dalam pemba-

ngunanhukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam

seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhati-

kan @asri, 2009:3).

Setidaknya ada tiga sub-sistem hukum yang memberi corak hukum positif
di Indonesia saat ini. Ketiga sub sistem tersebut adalah hukum Islarrl hukum

Belanda/eropa kontinental, dan hukum adat. Masing-masing sub-sistem hukum
tersebut sumber hukumnya berbeda-beda.

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia Setelah agama Islam disebarkan

di tanah air kita. Bila Islam datang ke Indonesia belum ada sepakat dr antar para

ahli sejarah Indonsia. Ada yang mengatakannya pada abad ke-l Hijriyah atau

abadke-7 Masehi, ada pula yang mengatakannya pada abad ke-13 Masehi, Is-

lam baru masuk ke Nusantara. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai

bila Islam datangke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam da-

tang ke lndonesia hukumlslamtelah diikuti dan diaksanakan oleh para perneluk

agalata Islam di Nusantara ini (Ati, 2002: 1 89).

Sedangkan hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan

kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini. Mula-mula

hanya diberlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian dengan

berbagai upaya peratuianperundang-undangan(pernyataan berlaku, penundukan

dengan suka rela, pilihan hukum dan sebagainya), hukumbarat juga berlaku bagi

mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing (terutama

Cina) dan orang Indonesia(Ali, 2002 : 1 89).

Di dalam konstelasi sistem hukum nasional, hukum Islam mempuyai kedu-

dukan sebagai hukum yang dicitatakan (ius constituendum) yang dapat meqjadi

sumber nilai hukum positif yang berlaku di masa mendatang. Hukum Islam kaya
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akan asas-asas hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah nabi yang

dapat dikembangkan sebagai teori-teori dalam rangka pembentukan hukum Na-
sional.

Tim Pengkajian Hukum trslam Badan Pembinaan Hukum Nasional Depar-

temen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984 menyebut beberapa asas

hukum Islam berupa asas yang bersifat umum yang meliputi segala bidang dan

segala lapangan hukum Islam adalah asas keadilall asas kepastian hukunl dan

asas kemanfaatan. Selain asas yang bersifat umunlada asas dalam lapangan

hukum pidana, ada asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas di lapangan

hukum tata negara, internasional dan lapangan-lapangan hukum Islam yang lain-

nya tidak dilaporkan dalam laporan itu (Ali, 2A02:ll5). Asas-asas ini kemudian

dapat dikembangkan ke dalam rumusan pasal-pasal sesuai dengan lapangan

peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Oleh karena hukum Islam se-

bagai hukum yang dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, ke-

beradaannya dapat menjadi sumber hukum positif di Indonesia.

Dalam konstelasi pembinaan hukum nasional, peran hukum Islam sangat

strategis dalam mengisi materi-materi hukum positif ke depan. Hukum Islam

dapat berperan sebagai inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum

nasional dikemudian hari. Secara sosioantropologis, kedekatanumat Islamdengan

Hukum Islam merupakan modal sosial yang kuat untuk bisa diterima dengan

mudah ke dalam masyarakat Indonesia secara luas. Fenomena ini dapat kita
saksikan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam dibeberapa

wilayah Indonesia.

Ada beberapa teori terkait dengan apakah Islam perlu diformalisasikan

dalam sebuah aturan negara atau hanya sebatas substansinya saja. Merurut Otje

Salman (2004:78), paling tidak ada tiga kecenderungan/pandangan atau sikap

umat Islam terhadap penerapapan hukum Islam ini, pertama kelompok slcrip-

turalis yang menginginkan hukum Islam diformalkan sebagaimana tertulis dalam

teks al-Qur'an dan Sunnah (bagi pandangan ini hukum qisas, potong tangan, ra-
jam dan term lairurya). Kelompok kedua substansifts yang berpandangan penera-

pan hukum Islam tidak mesti persis seperti apa yang disebutkan dalam teks al-

Qur'an dan sunnah. Qisas, rajam, potong tangan, hanyalah alternatifbagi terca-

painya keadilan dan kepastian hukum di masa awal munculnya Islam. Asalkan

maqasid al-Syar'ah (tujuan diterapkannya hukum Islam bisa terlaksana, maka

sah-sah saja hukuman lain diterapkan. Misalkan hukuman penjara bisa menjadi

pengganti hukuman potong tangan karena bertujuan membatasi pelaku. Selan-

jutnya kelompok ketiga, sekuleris yang menginginkan Islam hanyalah sebagai
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keyakinan saja. Maka urusan selain itu (dalam hal ini hukum Islam tidak relevan

dimunculkan s ebagai alternatif).

Merurut hemat penulis, dengan adanya keinginan penerapan hukum Islam

dengan varian paradigma yang berbeda tersebut, yang terpenting poinnya adalah,

dengan meminjam istilah dari Gus Dur bagaimana menjadikan "pribumisasi Is-
lam" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini.
Penulis berusaha menyuguhkan dalam tulisan ini dengan kajian sosio-historis-

argumentatif yang sesuai dengaan fakla (raison d'etre) bahwa hukum Islam
layak dijadikan model dalam pembinaan hukum nasional ke depan yang secara

konstitusional mengikuti role of the gamenya pembentukan perundang-undangan

yang berlaku. Sehingga dengan demikian, hukum Islam sebagai tatanan hukum
yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indone-

sia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian

dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional,

serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional
tersebut.

B. PEMBAHASAN

Sebelum membahas terlampaujauh terkait dengan tulisan ini, terlebih dahulu

disampaikan bahwa, tulisan ini berada pada kerangka pemikiran Negara Kesatuan

Republik Indonesia (MGD yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara

serta Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sehingga penrbaha-

san di dalam tulisan ini tidak melorceng dari kerangka tersebut. Masalahnya isu-
isu terhadap Islamophobia dari dahulu hingga sekarang masih terasa kuat, Pemi-
kiran Islamophobia memang telah dihembuskan semenjak pemerintah Hindia
Belanda bercokol di Nusantara dengan cara mereduksi dan mengeliminasi hukum
Islam dengan hukum adat. Hukum Islam selalu dalam posisi marjinal dan eksis-

tensinya dijauhkan dari masyarkat Islam. Sehingga implikasi negatifrrya adalah

hirrggu saat ini ketika mendengar istilah syar'at Islam/hukumlslam, ada sebagian

kecil umat Islam Indonesia sendiri, yang selalu alergr, bahkan terasa menakutkan.

Semestinya Islam itu adalah rahmat lil'alamin.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemulg telah disepakati Pancasila
sebagai grundnorm (norma dasar) atau source oflaw. Pancasila sebagai dasar

negara dan hukum dasar, memposisikan agama dan hukum agama pada kedudu-
kan yang sangat fundamental (fundamental factors) di samping mengandung

asas kemerdekaan memeluk dan mentaati agama masing-masing. Karena itu
bentuk hukum nasional Indonesia adalah unifikasi hukum bagi bidang hukum
yang agama memberikan ajaran dan ketentuan. Grundnorm di atas kemudian
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diimplementasikansecarastrukturaldalamllUD 1945 (Halinq 2005:104). Dalan
Stufenbau theory nonna dasar tersebut akan menjadi pijakan atau sumber nilai
kepada peraturan ayaogada di bawahnya.

Teori Stufenbau adalah teori mmgenai sistem hukum oleh Hans Kelsen
yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan

kaidah berjenjang dimana nonna hukum yang paling re,ndah harus berpegangan

pada norma hukum yang lebih tinggr, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti

konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling menda sar (grund-
norm). Menurut Kelser nonrra hukum yang paling dasar (grundnorm) benfiilaya
tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pan-

casilaYang menarik di sini adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yangne-
muat rumusan dasar negara telah dijiwai oleh piagam Jakarta.

P ada tataranpraksis, kenyataannya bahwa saat ini sistem hukum nasional
di Indonesia telahmemberlakukan 3 sub sistemhukum. Tiga sub sistemhukum
tersebut adalah Hukum Islarn, hukumAdat, dan hukum baratleropa kontinental
(Belanda). Dalam pemikiran Abdul Halim (2005:1), bahwa realitas ini sesuatu

yang unik. Mengapa unik bahwa lndonesia dalam peta pemikiran Islam dunia,

adalah sesuatu negara yang unik dan menarik. Selain sebagai negara berpendu-

dukmuslim tebesar di dunia, juga di tengah+engah kehidupan mayoritas masya-

rakat muslim ini terdapat variasi cara pandang (paradigma) kenega-

raan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang tidak didasarkan pada safu paham

keagamaan. Bahkan dalam konteks kehidupan bernregara me,njadikan Pancasila

sebagai dasar negara Indonesia. Perwujudan Pancasila sebagai dasara rLegara,

dalamprosesnya telah mengalami masa-masa yang kritis dan nyaris mengancam

keretakan bangsa, tetapi perbedaan itu dapat dipertemukan karena masing-masing

ursur masyarakat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebut saja

tinjauan historis menuqjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam penyusunan kons-

titusi sejak dirumuskan telah terjadi perdebatan yang sengit diantara para tokoh
nasionalis agamis dan nasionalis sekuler.

Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang, segera dibentuk setelah si-

dang Badan Penyelidik berakhir yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta,

AAMaramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, HajiAgus Salirn,

Ahmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyiilt dan Muharmrad Yamin. Masing-masing

merupakan kelompok dari Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Terjadilah
perdebatan sengit ketika hasil perumusan panitia kecil yang dikenal dengan Pia-

gam Jakarta ketika dibawa ke sidang pleno, khususnya pada tekslkalimat, "Ketu-
hanan dengan Kerrajiban me,njalankan syari'at Islam bagi para perneluk-perneluk-

nya"(Satnan, 68).
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Latuharhary seorang anggota yang beragama Protestan tidak menyetujui

pencantuman seluruh anak kalimat tersebut, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo,

dari kelompok Islam menghendaki agar kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya"

dihilangkan dari kalimat di atas. Perdebatan yang berakhir dengan kompromistis

itu, akhirnya membawa pengaruh yang cukup luas terhadap pengernbangan hukum

ddan kondisi umat Islam kemudian (Salnnn, 69).

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara pancasila, jelas berpengaruh

terhadap kebijakan dan kelangsungan nilai-nilai dan ajaran agarna yang dianut

kelompok mayoritas tersebut.

Secara konstitusional kehadiran Republik Indonesia merurut p asal29 ayat

1 IIUD 1945, adalahnegara yang berdasarkan atas KetuhananYang Maha Esa.

Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan rregara sekuler dan bukan

pula sebagai negara agama yang mendasarkan pada agama tertentu (negara

teolrrasi). Relasi agarna dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada

dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama di

wilayah hukum NKRI serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional (Rosyadi, 2006: 1).

Hazanrn dalam msnafsfukan pasal ini, beliau mengatakan, hukum Islam

merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Lebih lanjut me-

mrrut penafsirannya pula, di dalamNegara Republik Indonesia tidak dibenarkan

terjadinya pernberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan de-

ngan hukum Islam bagi umat Islarn, demikian juga bagi umat-umat agama lain,

peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-

agafia yaflgberlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan.

Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melin-
dungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama

ajarun dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, se-

bagaimana p emyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam

pengaturan negara hukum Republik lndonesia, syari'at Islam berdasarkan al-

Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia se-

hingga orang Islam mempunyai sistem syari' at yangsesuai dengan kondisi Indo-
nesia (Ichtijanto, 1995:16) Delait Presiden 5 Juli 1959 dalam salah satu konsi-

derannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Junl1945 menjiwai
Undang-Undang Dsar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan

dengan konstitusi tersebut (Suma, 2004:44).

Bagi muhammad DaudAli (2002:23), bahwa di dalam Ketetapan MPR IV
MPR/1978 salah satu wujud pengamalan sila pertama KetuhanaYang Maha Esa
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itu adalah, "Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan

agama dan kepercayaanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang

adil dan beradab." Menurut ajaran agama Islanr, percaya kepada Tuhan Yang

Maha Esa berarti mengakui dan meyakini Kemahaesaan Allah mengatur hidup

dan kehidupan alam semesta termasuk manusia di dalamya. Pengaturannya itu
dilakukanNya melalui hukum-hukurNya baik yang tertera di dalam wahyu (sya-

ri'ah) maupun yang terdapat dalam alam semesta (sunnatullah). Dan takwa ke-

pada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agafira Isalam tidak hanya berarti takut
kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan
yangada dalam kehidupan manusia. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan

manusia durganAllah Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan dirinya
sendiri, hubungn manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan

manusia dalam lingkungan hidup.

Kesadaran akan penafsiran semacam itu bukanlah tanpa alasan, memang

pada awalnya para founding father kita mengakui betul terhadap peran dari
umat Islam yang menghadiahkan flegara ini lahir dengan menggadaikan harta

benda, jiwa, raga, dan tetesan darah. Walaupun pada awalnyapara syuhadati-
dak menyadari, baik melalui konfrontasi fisik mauptm dengan perundingan dengan

pemerintah kolonial, akan lahir di kemudian hari sebuah negara dengan nama

negara lndonesia. Bagi mereka adalah penjajahan harus di lenyapkan dari nusan-

tara, lebih-lebih dalam bahasa mereka berperang dengan orang-orang kafr adalah

kewajiban agama. Matinya adalah mati syahid. Pekikannya adalah, 'isy kariman
au mut syahidan. (ht&tp dengankemuliaan atau mati denganmembawa predikat

syahid yang tentu pahalanya adalah syurga).

Ada beberapa alasan kenapa hukum Islam sangat prospektif dalampembi-
naan hukum nasional ke depan.

Pertama, Umat Islam Mayoritas di Negeri Ini.

Menurut BKKBN Pusat bahwa tahun 2013 yang lalu jurnlah penduduk

Indonesia diperkirakan 250 juta jiwa. Sudah menjadi pengetahuan umumbahwa
penduduk Indonesia mayoritas beragama Islarn Jumlah penduduk Indonesia yang

mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan merrberikan pertimbangan

yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya (Muchst4 2004:17). Ter-
masuk terakomodirnya keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan hukum

Islam. Tapi kenyataanya hukum Islam yang berlaku di Indonesia sifatnya spasial

saja. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah secara politik belum ada concern

dan dukungan dari para politisi Islam yang ada di lembaga legislatifsebagai se-

buah lembaga yang memproduk hukum nasional. Hukum merupakan produk
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politik. Sehingga dukungan politik dari umat Islam sendiri di lembaga legislatif/

eksekutif mutlak diperlukan.

Dalam hal ini Abdul Manan (2006:33) mengatakan, di Indonesia yang

penduduknya mayoritas beragama Islam, mestinya memiliki representasi politik
secara nasional yang mendukung diberlakukanya hukum Islam dalamtata hukum

nasional. Namun pluralisme pemahaman dan penghayatan agama Islam di kala-

ngan kaum muslimin serta tidak meratanya informasi mengenai hukum Islam te-

lah menghantarkan masyarakat yang meyakini Islam secara kultural hanya seba-

gian kecil saj ayafig menerima hukum Islam sebagai hukum yang dapat diterapkan

dalam tata hukum nasional. Demikian juga halnya dalam bidang perpolitikan na-

sional hanya sebagian kecil yang mendukung diberlakukannya hukum Islam dalam

tata hukum nasional. Perjuangan pelembagaan hukum Islam yang dilalarkan oleh

ulama, tokoh politik Islam, cendikiawan muslim, dan tokoh masyarakat secara

perorangan membuktikan bahwa nilai-nilai danfilcrah Islam secara sosiologis dan

kultural tidakpernah mati selalu hidup dari masa ke masa. Kondisi ini akan tetap

subur dalam kehidupan umat Islam dan dalam sistem politik dalam kurun waktu
manapun, baik pada masa penj ajahan B elanda, Jepang dan kemerdekaan maupun

pada masa reformasi seperti saat ini.

Dalam konteks para pengambil kebijakan negara, Ahmad Sukardja menilai

bahwa Keterkaitan agama dan negara dalampraktiknya, tampaknya tergantung

kepada semangat para penyelenggara negara (Basri, 1997:19).

Akan terasa aneh jikalau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama

Islam tidak mempraktekkan hukum Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan

bemegara di negeri ini. Dalam banyakkasus di negara-negara yang penduduknya

beragama Islarn, telah terjadi tranformasi hukum agama menjadi hukum nasional

seperti di negara Mesir, Syiria, Irak, Jordania dan Lybia.

Menurut Majid Khadduri dalam Mohammad Daud Ali (2002 :248) bahwa

di negara-negaruyang tersebut di atas, hukum nasional mereka merupakan per-

paduan antara asas-asa hukum barat dengan asas-asas hukum Islam. Di tanah air
kita, hukum nasional di masa yang akan datang akan merupakan perpaduan an-

tara hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks-barat. Kenyataan ini memang ti-
dak dapat dielakkan, sebab pemberlakuan hukum barat pada negara-negara de-

ngan istilah negara dunia ke-3 termasukjuga kepada negara yang penduduknya

mayoritas beragama Islam seperti Indonesia sebagai akibat dari adanya kolonia-
lisme danimperialisme yang dilakukanolehbarat. Adanya kolonialisme dan impe-

rialisme tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah kolonial berupaya untuk men-
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ciptakan konflik-konJlik tennasuk dalam pemberlakuan hukum yang tujuan akhir-

nya ingin memberlakukan secara penuh hukum barat ke dalarn negara jajahan.

Dalam konteks Indonesia, sejarah politik hukum pemerintah Hindia Belanda

terungkap, menurut BusthanulArifindalarnAbdul Haliui(2005:179), bahwakonflik
tidak hanya berlangsung antara hulc,,rm sipil dengan hukum syara' (hukurn Islam)
tetapijuga antar tiga sistem hukum; Hukum Islam, hukum sipil. dan hukum barat.

Konflik-konflik hukum terjadi bukanlah konflik yang terjadi secara alami, melainkan

konflik yang sengaja ditimbulkan secara terus menerus oleh sistem kolonialisme
yang anti dengan Islam. Awal dari konflik tiga sistem ini adalah rencana pernerintah

Belanda waktu itu, untuk memberlalcukan bulat-bulat hukum Sipil Belanda bagi
penduduk asli Indonesia, sebagaimana dalam huL:umpidana telah berhasil dilaku-
kan (Halim, 20A5:fi9). Dari konflik-konfliktersebut dapat kita lihat denganjelas

dr dalam teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang pernah berlaku di bumi nu-

santara ini. Dari sekian teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang ada,

TeariReceptleiahyangdinilaisebagaiteori"Iblis"(Rofi,au2003:20)dalam istilah
Flazairin. Bagaimana tidak disebutnya teori Iblis, bila hukum Islam yang sudah

mengakar dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sebelum kedata-

ngan pemerintah kolonial digantikan dengan huktm adat. Menurut Hazairin, teori
ini tidak sejalan dengan iman orang Islam. Mengikuti teori ini berarti orang Islam
diajak untuk tidak mematuhi al-Qur'an dan Sunnah rasulNya. Selain itu teori re-

sepsi itu berlujuanuntukmerintangi kemajuanlslamdi Indonesia (Rofiq, 2003:20).

Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka keinginan umat Islam untuk
mengganti hukum produk kolonial dengan hukum yang digali nilai-nilai budaya

bangsa sendiri yang telah lama mempraktikkan hukum Islarn, akan menjadikannya

dapat melaksanakan kewajiban untuk berhukum dengan hukum yang sesuai de-

ngan keyakinannya.

Hukum Islam Sudah dipraktikkan Oleh Masyarakat Indonesia Dari
Zaman Dahulu

Sebelum Islam datang di bumi nusantara, masyarakatnya telah memprak-

tekkan kebiasaan hidup bermasyarakat dengan cara kesepakatannya dimana

mereka hidup. Masing-masing daerah, masyaraktnya mempunyai kesepakatan

tersendiri dalam mengatur hubungan di antara mereka.

Setelah Islam datang dibumi nusantara, orang dengan keyakinarurya telah

mempraktikkan cara hidup sesuai dengan apa yang diyakininya. Islam adalah

agarrra yang mengatur segala aspek kehidupan. Baik kehidupan pribadi dengan

Tuhannya,maupun pribadi dengan masyarakat yang lain. Bahkan pribadi dengan

alam sekitarnya.
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Tidak ada sernacam kesepakatan teori terhadap asal muasal masuknya

Islam ke Nusantara yang dapat menjelaskan secara gamblang dan tak terban-

tahkan. Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskantentang kapan dan asal muasal

masuknya Islam di bumi Nusantara dengan mempertahankan argumentasinya

masing-mastng. Pertama, adalah"teori Anak Benua India". Yang memegang teori

ini adalah kebanyakan dari Belanda. Adalah Prjnappel sarjana pertama yang

berpendapat sepertia itu. Dia mengaitkan asal muasal Islam di Nusantara dengan

wilayah Guj arat dan Malabar. Menurut dia, adalah orang-orang Arab yang berma-

zhab Syaf i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemu-

dian membawa Islamke Nusantara (Azra,1995:26). Kemudianteori ini dikem-

bangkan oleh Snouck Hurgronje dengan menyebut abad ke-12 sebagai periode

paling mungkin dari permualaan penyebaran Islam di Nusantara. Kedua,Teoi
Arab yang menyatakan bahwa asal usul Islam di Indonesia murni langsung dari

Arab (Hadramaut) dan masuk pertama kali di Pesisir Aceh pada abad ke-1 Hi-
jriyyahlT Masehi. Pendukung teori ini adalahSyed Muhammad Naquib al-Attas,

dan sejarawan Pribumi seperti Hamka, A. Hasjmi, dan M. Yunus Jamil. Teori ini
dipegangi juga oleh penulis-penulis asing seperti Niernann, De Holander ,Kqzer,
Crawfurd, danVeth (Syaukani, 2006:62). Sementara Keijzer sendiri memnadang

bahwa asal muasal Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan

kesamaan kepemelukan penduduk Muslim di kedua wilayah kepada nazhab

Syafi'i. Dan ketiga, teori Fatimi yang menyatakan bahwa asal muasal Islam di

Nusantara berasal dari Bengal. Dia berargumentasi bahwa bentuk dan gaya

batu nisan Malik al-Shalih berbeda sepenuhnya'dengan batu nisan yang terdapat

di Gujarat dan batu-batu nisan lainnyayamgditernukan di Nusantara. Batu nisan

itu justru mirip dengan dengan batu nisan yang terdapat di Bengal (Bangladesh).

Menurut Azyumardi dengan mengutip Arnold mengatakan bahwa Coro-

mandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa, tetapi juga

dari Arabia. Para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan

dalam perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijri atau abad ke-7 dan

ke-8 Masehi. Meski tidak terdapat catatan sejarah tentang kegiatan mereka da-

lam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini menjadi

lebih mungkin, kalau orang misalnya mempertimbangkan fakta yang disebutkan

sumber-sumber Cina, bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7

seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukimanArab Muslim di

pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan

perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas

muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal yang
juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam.

13
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Terlepas dari ketiadaan kata sepakat dari para ahli,bahwa proses Islamisasi
kepulauan nusantara secara kultural sudah terjadi semenjak abad 

.WI 
Masehi

dengan bukti adanya kontak dagang antara penduduk ntsantara dengan para

saudagar Arab. Selain kontak yang awalnya melakukan kegiatan dagang akan

berefek domino terhadap kontak-kontak selanjutnya seperti melakukan perkawi-
nan, melakukan penyiaran-penyiaran agarul Islam terhadap penduduk lokal. De-
ngan cara seperti itulah Islam dikembangkan dibumi Nusantara.

Dengan Proses Islamisasi yang dilakukan melalui jalur perdagangan dan

perkawinan, secara tidak langsung memberi andil bagi tersosialisasinya hukum
Islam ditengah-tangah masyarakat. Interaksi dan asimilasi antara para saudagar

yang beragama Islam dengan penduduk asli lndonesia (Nusantara) merupakan
proses awalataunukhtahkeberhasilanpembumianhukumlslam(Halim, 2005:45).

Seorang saudagar muslim misalnya ketika hendak menikahi perempuan pribumi
misalnya secara sukarela perempuan itu diislamkan, dan pernikahan itu kemudian

dilangstrngkan menurut ajaranlslam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan itu
mengatur hubungan antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum

Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islarn Jika sa-

lah satu anggota keluarganya itu meninggal dunia, harta peninggalanrrya dibagi

menurut hukum kewarisan Islam (Halirn 2005:46).

Ketika Islam diterima oleh kalangan penguasa Nusantara waklu itu, pola

penyebarannya lebihmudah lagi, sebab secara sosiologis masyarakat Nusantara

mempunyai karakteristikpatriarki. Secara harfiah kata patriarki berarti keluasaan

bapak atau patriarkh Qtatriarch). Pada awalnya istilah ini dipakai untuk menye-

but suatu jenis. keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki, yaitu rumah tangga

besar patriarch yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak,

budah dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan

atau hukum bapak sebagai laki-iaL-i penguasa itu (Bhasfuu I 996: 1). Tapi nampak-

nya istilah ini kemudian mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi
sosial menjadi lebih luas lagi, dari tingkat masyarakat sampai ketingkat negara.

Dalam kontek ini, lebih diartikan sebagai sebuah masyarkat dimana peran sentral

dari seorang penguasa akan sangat berpengaruh terhadap perilaku rakyatnya,

Seperti masuknya Islam di kalangan kerajaan Majapahit, akan membawa penga-

ruh pada islamisasi terhadap rakyatnya secara massif, bahkan kehancuran keraja-

an tersebut yang berganti dengan kerajaan Demak.

Islam murdapatkan momentum di Istana Majapahit hanya saat kedatangan

Raden Rahmat, anak seorang juru dakwah keturunanArab Champa. Dia digam-

barkan memainkan peranan sangat menentukan dalam mengislamkan pulau jawa,
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maka ia dianggap sebagai pemimpinwatsongo dengan gelar sunanAmpel(Ana,

2002:30\. Dalam pandangan penulis bahwa pola Islamisasi semacam ini lebih di-

kenal denganpola Islamisasi secara struktural yang melibatkan organisasi negara,

walaupun dengan tanpa paksaan akan tetapi negara mengirimkan juru dakwah

untukmenyebarkanlslamsecaranatural, elegan, comfort, dandamai. Sebut saja

Maulana Ishak Pasai yang dikirim oleh Sultan Pasai untuk mengislamkan pendu-

duk Blambangan di Jawa Timur (Arua, 2002:30). Pola-pola Islamisasi yang meli-

batkan organisasi negara ini karena Islam sudah dapat diterirna dan dilaksanakan

sepenuhnya baik oleh prib adi sang sulthan (pengausa) maupun oleh masyarakat

Islam. Jadi menjadikan hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup (The Li-
ving Law) di tengahtengah masyarakat. Bahkan menurut Rahmat Djatnika, hu-

kum Islam pernah dijadikan secara resmi sebagai hukum negara pada masa ke-

sultanan Islam dengan karakteristik fiqih yang didominasi oleh mazhab Syaf i.

Kenapa demikiaq karena fiqih Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepriba-

dian Indonesia (Rofiq, 12).

Sehingga dengan demikian bersamaan dengan menguatnya komiunitas mus-

lim yang ditandai dengan hadirnya kerajaan-kerajaan Islam, maka kebijakan dari

sultan dalam implementasi hukum dilimpahkan kepada pembantu urusan agama,

seperti para hakim atau ulama yang telah diangkat. Pada tingkat desa jabatan

agama yang disebut kaum, kayim, modin, dan amil. Di Tingkat kecamatan di-

sebut penghuh/naib. Ditingkat kabupaten disebut penghulu seda dandi tingkat

kerajaan disebut penghulu agung yang berfungsi sebagai hakim atau qadhi yatg
dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut pengadilan serambi (Haltm,

2005:48).

Bila disimak dari gelar-gelar yang diberikan kepada raja Islam seperti adipati

ing alogo sayyidin panotogomo serta gelar-gelar pelaksana hukum di tingkat

kerajaan sampai ke desa-desa, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam

sangat besar dalam setiap kerajaan-kerajan itu (Halirn, 2005:48).

Dengan mengetahui kapan dan dari mana asal muasal Islam datang ke

bumi Nusantara ini, dapat dilihat dan diketahui karakteristik Islam yang tumbuh

dan berkembang pertama kali di Nusantara ini yang dapat memengaruhi pola

pemikiran umat Islam dalam memahami dan mengernbangkan hukum Islam Indo-

nesia. Yang mana Islam yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini di-

dominasi oleh fiqih yang berkarakter moderat yang sesuai dengan pola pemikiran

derganmazhab Syafi'i. Di samping itu dapat diperoleh informasi bahwa hukum

Islam telah dipraktekkan oleh masyarkat nusantara walaupun masih padataraf
sederhana semenjak Islam dikenal pada abad ke-7 sebagai akibat dari kontak da-
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gang dengan saudagarArab. Yang kemudian berlanjut ketika para sultan dengan

kerajan Islamnya telah menggantikan kerajaan Hindu/Budha, menjadikan hukum

Islam sebagai hukum negara. Pefl*erlakuaa hukum Islarn sebagai hukum negara

ini bukanlah sebagai sesuatu yang eksklusif, sebab Islam telah diterima sebagai

sebuah keyakinaq hatinya tunduk dan patuh mengikuti ajaran Isiam dan berusaha

menghidupkan hukum Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam Dinamis

Berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agamaAllah yang membe-

rikan kebahagran hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dengan bera-

gama Islam hidup akan selamat, hidup akan tenterarq dan hidup akan damai, dan

sentosa. Termasuk kedamaian seseorang ketika sesorang menemukan berbagai

problem kehidupan, hulam Islam memberikan solusi yangj itu terhadap penye-

lesaian terhadap problern-problernkehidupan tersebut seiring dengan bergulimya

denyut nadi kehidupan. Oleh karena itu hukum Islam akan selalu berinteraksi

dengan masa, tempat dan keadaan yang berbeda.

Dalam tataran sosiologi hukum, dengan meminjam istilah teori Sinzheimer

(Warassih, 2005:3) bahwa hukum tidaklah bergerak pada ruang yang hampa,

melainkan selalu berada pada tatanan sosial tertentu dan dalam ruang lingkup

manusia-manusia yang baru. Di dalam bekerjanya hukum itu selalu bersinergi

durgan kekuatan sosial masyarakat. Hukum itu lahir dari suatu tatanan kebiasaan

yang ada di masyarakat. Dengan bahasa yang lain hukum akan dipengaruhi oleh

perubahan sosial di mana hukum itu akan diberlakukan.

Hukum Islam akan selalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial

yang melingkupinya. Istilah perubahan Adalah sesuatu keniscayaan. Kehidupan

tidak akan ada yang statis. Kehidupan akan terus bergulir ke depan seiring dengan

bergulirnya alam ini secara keseluruhan. Oleh karena itu perubahan adalah sun-

natullah (hukum alam) yang Allah berlakukan terhadap makhluknya.

Pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu kesim-

pulan bahwa pengembangan fiqih (baca: hukum Islam pen) merupakan suatu

keniscayaan. Teks al-Qur'an maupun hadits sudah terhenti, sementara masyara-

kat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Banyak

permasalahan sosial, politilc ekonomi, dan lainnya yang muncul belakangan perlu

segera mendapatkan legaiitas fiqih ${ahfu dh, 20A4:25).

Perubahan sosial sejalan dengan perkembangan alih tehnologi dan sistem

ekonomi serta kemajuan aspek-aspek kehidupan lainnya, menuntut suatu panduan

ruhaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-masalah yang
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rryata yarrg akan terus menerus muncul seiring dengan keniscayaan perkemba-

ngan sistem nilai dan budaya. Apabila fiqih gagal dalam melayani kebutuhan po-

kok ini dengan pendekatan kontekstual yang dinamis, dapat dipastikan umat manu-

sia akan semakin terjauhkan dari nilai-nilai transendental yang pada gilirannya

akan memunculkan watak dan sikap sekuler. Padahal, seperti telah banyak dicon-

tohkan pada masyarakat yang lebih terdahulu mengalaminya, tiada kesejahteraan

hakiki yang dapat diraih dalam watak dan sikap semacam itu Qvlahfudh , 2004:25).

Untuk tujuan pengembangan hukum Islarrl para mujtahid masa lalu sebe-

narnya sudah cukup menyediakan landasan kokoh, sebagaimana tergambar dalam

kaidah-kaidah ushuliyah ma:uptn fiqhiyah. Hngga kjni, tampaknya belum ada

suatu metodologi (manhaj) memahami syari'at (tela+eks al-Qur'an dan Sun-

nahah-pen) yang sudah teruji (mujarrab) keberhasilannya, dalam mengatasi

berbagai permasalahan sosial selain apa yang telah dirumuskanpara ulama terda-

hulu. Oleh karena itu ijtihad adalah suatu keniscayan yang harus dilakukan oleh

umat Islam agar hukum Islam selalu up to date dalam setiap zaman, tempat dan

keadaan yang mana teks-teks al-Qur'an dan Sunnah sudah terhenti dalam artiti-
dak lagi ada di zaman Rasulullah yang tak pelak bisa ditanyakan langst ng kepada

beliau ketikapersoalanitumuncul. Senada apayangdikatakanoleh al-Syahrastani

(w.548 fvl 153 M) dalamAbdul SalamAriet yang kemudian berkernbang morjadi
adagium di kalangan pakar hukum Islam yaitu; "Tels-teks nas itu terbatas sedang-

kan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu
diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berb agai ma-

salah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nas dapat dicari pemeca-

hannya" (Arief, 2003 : 1 5).

Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam

thazanahlslanq merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh para fuqaha

(para mujtahidin.) dalam menggali hukum Islam (Arief, 2003 : I 5). Dengan adanya

metodologi p engistinbathan hukum Islam melalui ijtihad ini, sehingga hukum Is-
1am tetap dinamis dan aktual. Dalam bahasanya Muhammad Iqbal disebutnya

Ijtihad sebagai prinsip gerak dalam stuktur Islam yang merupakan proses cipta
yang kreatif dan progressif dari kehidupan. Malahan Iqbal menyatakan bahwa

umat Islam harus berani untuk mempertimbangkan kembali karya basar ulama

terdahulu, akan tetapi umat Islam harus berani pula mencari rumusan baru secara

laeatif dan inovatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka ha-

dapi. Akibat pemahamanyang kaku daripemahamanulama yang terdahuh.r, maka

ketika masyarakatbergerakmaju, makahukumtetap berjalandi tempatrya (Iqbal,

t994:l).
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Dalam pada itu Wahbah Z:ubaldt (2011:30) meflcatat, secara garis besar

hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok Pertama, hukum-

hukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, hajt,zakat,nadzat, sumpah, dan

perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan sang Pencipta.

Dalam al-Qur ' an ada 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai

macam jenisnya. Kedua hukum-hukum muamalah seperii hukum transaksi, hu-

kum membelanjakanbarta, hukrman, hukum kriminal, danlatn-Lain yang dimak-

sudkan untuk mengatur hubungan antata sesalna ranusia, baik sebagai suatu

individu maupun sebagai satu komuritas.

Terhadap keionrpokpertarna terkait dengan masalah iba.lah sifatnya adalah

statis (tetap/tsubut). Ia telah paripurna yang tidak menerima interpretasi/ijtihad
kembali. Meskipun ketentuan hukum daiam ibadah ini semula diatur secara glo-

bal (mujma{) dalam al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh Sunnah Rasul-berupa

ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para fuqaha (ahli

hukum) ke dalam kitab-kitab fiqih. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, kaum
musliminmenerirnanyasecara ta'abbudy, dalamarti diterima dan dilaksanakan

dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionatisasikannya. Hal ini karena

arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepadaAllah, Zatyangberhakdr-
sembah. Dan rranusia tidak merniliki kernaryuan untuk menangkap secara pasti

alasan(illat) dan hikmah apayaflE terdapat di dalam perintah ibadah tersebut.

Sedangkan terhadap kelornpok kedua yang terkait dengan masalah muama-

lah, sangat membutuhkan kreativitas rasio manusia untuk menemukan hukurnnya.

Di sini teks-teks al-Qur'an maupun Strnnah hanya rnemberikan batasan secara

umum tidak sampai pada pengaturan yang mendetail. Dalam lapangan inilah elas-

tisitas dandinamikahukumlslambergerakmengflnrtipolagerakkehidupandalam
konteks ruang, tempat, dan keadaaa.

Dari sini kita dapat mengerli, mengapa al-Qur'an sumber pertama hukum
Islam tidak membicarakan secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan hu-

kum dalam lapanganperikatan kebendaan (muamalah maliyah), kepidanaarl dan

hubungan-hubungan intemasional, dan lain-lain yangdapatberke,tnbang dan ber-

ubah-ubah dan berkembang menurut perkenrbangan lingkungan. Akan tetapi al-

Qur'an cukup menunjukkan garis besarnya saja, sehingga bagi penguasa pada

suatu masa bisa membuat Undang-undangnya berdasarkan kemaslahatau, asal

masih batas-batas yang diletatrS<an dalam al-Qur'an, tanpa berlawaan dengan

hukum-hukumjuz'i yang lain Q{anafi, 1995:33).

Senafas dengan hukum nasional dalam arti hukum hukum yang bersumber

dari nilai-nilai budaya Sangsa yang sudah lalma ada dan berkenlbang sekarang,
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tentu hukum Islam yang dikembangkan adalah hukum Islam yang mempunyai

karakter keindonesiaan. Tepat kiranya mayoritas karakteristik hukum Islam yang

berkembang di Indonesia adalah karakter fiqih yang moderat yangbermazhab

Syaf i. Sehingga akan sangat mudah melakukan integrasi antara nilai-nilai lokal

dengan nilai-nilai Islamyang mempunyai tingkat aksebilitas yang tinggr dalam

masyarakat Indonesia. Menurut Notruzzaman dalam Abdul Manan (2002:17 9)

Hasbi ash-Shiddieqy adalah orang pertama yang mengeluarkan gagasan agar hu-

kum Islam uyang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia.

Gagasan Hasbi ash-Shiddieqy tersebut mendapat sambutan positf dari ber-

bagai pihak para pembaru hukum Islam di Indonesia baik secara perorangan

maupun secara organisasi. Di Indonesia dikenal beberapa orang pembaru hukum

Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam perkernbangan hukum Islarn,

di antaranyaHasan Bangil, Harun Nasution, Hazarino Ibrahim Husen, Munawir
Syadzali, BusthanulArifin dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh pembaru hukum
Islam ini telah banyak beq'asa dalam perkembangan hukum Islam di Indonnesia

terutama dalam memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legislasi nasional

danjuga ide lahimya beberapa peraturan perundang-undangan rurhrk dipergunakan

umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umunurya. Di sarrping itu
organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul (Jlama, Persis, Jami'atul

washliyah, Al-Irsyad MUI dan ICMI telah banyakmemberikan kontribusi yang

5angat besar terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia dan telah berusaha

sernaksimal mungkin agar hukum Islam agar hukum Islam dapat masuk ke dalam

legislasi nasional (Manan, 2OO2:17 9).

Hasil Ijtihad para mujtahid, baik yang dilaksanakan secara perorangan

maupun yang dilaksanakan organisasi Islanq telah melahirkan beberapa peraturan

yang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya Undang-urdang

nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokokAgraria, jo PPNomor 28Tafun1977
tentang Perwakafan tanah Milik. Selain dari itu, prof. Muchsin mencatat ada

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tefiangPerkawinan disahkan dan diundang-

kan di Jakarta Pada tanggal 2 Jali'tai 197 4 (Len:faran Negara Tahun ' 1 974 No.
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama disahkan dan

diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia No. 3400). Kemudian p ada tatggal 20 Maret 2006 disahkan UU Nomor
3 tahnn 2006 tentangPerubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agarna. Yang melegakan' dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pe-
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ngadilanAgama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang

ekonomi syari'ah.

Untuk menjelaskan berbagai persoalan syari'ah di atas Dewan Syari'ah
Nasional (DSN) telah mengeluarkan sejumlahfatwa yang berkaitan dengan

ekonomi syari'ah. Fatwa tersebut dapat menjadi bahanutama dalampenyusunan
kompilasi tersebut. Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup ba-
nyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada LIU No. 3 tahun 2006 yaitu
mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah
masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional,
kehadiranKompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KIIES) yang didasarkan pada

PERMANomoT 2 Tahun 2008,tanggal l0 Septernber 2008 tentangKompilasi
Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menjadi pedoman dan pegangan kluat
bagi para HakimPengadilanAgama khususnya, agar tidak terjadi disparitas pu-
tusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalian hukum yang hidup dan ber-
kembang dalam rnasyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari'ah terdiri dari 4 Buku,43 Bab,796Pzsal.

Selanjutrya ada Undang-Undang No. 17 Tahm 1999 tentang Penyelengga-

raan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 53 , Tanibahan Lenrbaran

Negara Republik Indonesia No. 3 832), yang digantikan oleh UU Nomor 1 3 Tahun

2008. UUpengganti ini memiliki 69 pasal dari sebelumnya 30 pasal. UU ini me-

nitikberatkan pada adanyap€ngawasan dengan dibentuknya Komisi Pmgan osan

Haji Indonesia IKPHIJ. Aturan baru tersebut diharapkan dapat meqiadikan

pelaksanaan ibadah haji lebih tertib dan lebih baik.

Ada juga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Septe,mber 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 No. I 64, Tambahan Lernba-

ran Negara Republik Indonesia No. 3885).

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pe,lryelenggaraan Keistime-

waan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal

4 Oktober I 999 (LernbaranNegara Repubtik Indonesia Tahunl 999 No .17 2,Tarr
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3893). Undang-Undang No.

18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah IstimeuaAceh Sebagai

Provinsi NanggroeAceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada

tanggal 9 Agustus 200 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.

114, Tambahan Le,mbaran Negara Republik Indonesia No. 4134).
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Dalam Hukum Keluarga ada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang saat ini
telah menjadi salah satu pegarugar. utama para hakim di lingkungan Peradilan

Agama. Sebab selama ini PeradilanAgama tidakmempunyai buku standar yang

bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya KUH Perdata. Dan pada tanggal

10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpress No.1 Tahun 1991 yang merupa-

kan instruksi untuk memasyarakatkan KHI.

Selanjutnya ada Undang-Undang No. 4 1 Tahun 2004 tentang Wakaf disah-

kan dan ditrndangkan di Jakarta pa datanggal2T Oktober 200 4 $-entbNanNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 1 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4459). Kemudianpada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkanlah

peraturan pemerintah Republik, Indonesia Nomor 42 Tafu:m 2006 tentang Pe-

laksanaan Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Maksud penyu-

sunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan

yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukurn, serta pejabat

pemerintahan yang mengurus perwakafan, BYFI, dan LKS,sekaligus
berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Tentu kita semua sepakat bahwa tidak semua lapanganhukum Islam dapat

dilakukan positivisasi ke dalam hukum nasional. Tentunya lapangan hukum Is-
lam yang terkait dengan praktik di dalam Ibadah seperti cara sholat, cara melak-

sanakan ibadah haji atau hal-hal yang sifatnya ta'abbudiyah (aspek privasi pri-
badi muslim terhadap Tuhannya) tidak perlu diatur. Akan tetapi lapangan hukum
Islam terkait dengan muamalah dalam berbagai aspeknya sangat prospektifuntuk
mengisi materi-materi hukum dalam hukum nasional.

C. PENUTUP

Mengacu pada uraian tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa

Hulom Islam sangat prospektif dalam mengisi materi-materi hukum dalam hukum

nasional ke depan yang secara konstitusional tidakbertentangan denganPancasila

sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara

dengan alasan pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Secara

sosiologis kedekatan hukum Islam dengan umat Islam sangat berperan dalam

aksebilitas penrberlakuan hulum nasional nantinya. Kedu4 Secara historis, hulilm
Islam sudah menjadi hukumyang hrd,lp (the living law) yang dipraktekkan oleh

umat Islam semorjak agama Islam dikenal di bumi Nusantara ini. Ketiga, Hukum
Islam mempunyai karakter yang dinamis yang dapat dengan cepat merespon

terhadap perubahanzamary tempat, dan keadaan di mana hukum itu diberlalarkan.

Hal ini akan sangat memudahkan pengintegrasinya nilai-nilai Islam dengan
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budaya-budaya lokal menjadi sebuah produk hukum Islam yang berkarakter ke-
indonesiaan.
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